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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur segala hal
ikhwal peradilan, mulai dari siapa-siapa yang mempunyai wewenang dalam
memeriksza, menggeledah, menahan tersangka/terdakwa serta memberikan hukuman,
melaksanakan putusan pengadilan, mulai dari banding, kasasi serta grasi.'

Hukum acara pidana tersebut ( KUHAP ) mempunyat beberapa asas yang
dijadikan pedoman bagi jajaran aparat dalam melaksanakan proses peradilan pidana.
Asas-asas tersebut secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 14/1970
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Diantara asas tersebut adalah praduga tak bersalah yaitu dianggapnya
tersangka/terdakwa tidak bersalah sebetum terbukti kesalahannya di dalam
pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas tersebut selama ini hanya berkisar di dalam lembaga pengadilan maupun
pihak-pihak tertentu yang faham tentang hukum, namun dengan bergulimya rezim
orde baru dan semangat reformasi, asas tersebut mendapatkan warna lain karena asas

tersebut sudah dikenal dan bahkan sudah membudaya di dalam masyarakat. Dan

karena masyarakat Indonesia mayoritas ummat Islam, maka penulis akan mengupas

! R. Atang Ranoe Mihardja, Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan antara Hukum Acara




“Asas Praduga Tak Bersalah” tersebut menurut hukum positip, kemudian
dibandingkan dengan hukum Islam.
B. Batasan dan Rumusan Masalah ‘ |
Agar pembahasan pembahasan dalam skripst tersebut terarah, maka penulis

akan membatasi masala-masalah tersebut dengan rumusan rumusan sebagai berikut:

1. Seberapa jauh keberadaan asas praduga tak bersalah dalam mengantisipasi

kedilan hukum.
2. Bagai mana pandangan hukum positif terhadap “Asas Praduga Tak Bersalah”

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap “Asas Praduga Tak Bersalah”.

4. Menganalisa kedua hukum tersebut terhadap “Asas Praduga Tak Bersalah”.

C. Metode Pembahasan

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode Library Research
( penclitian kepustakaan ) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan
yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalsh yang dibahas.

Sedangkan teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku: “Pedoman
Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi” yang dikeluarkan oleh IAIN Syanf
Hidayatullah Jakarta, dan buku “Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan

Makalah” karangan Prof. Dr. S. Nasution, MA dan Prof. Dr. Thomas.

Pidana Lama dengan Hukum Acara Pidana Baru, ( Bandung: Tarsito, 1983 ), h. 15

o




(99 )

D. Sistematika Penulisan
Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyajikannya dalam lima bab yang
pada garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagat berikut:

BAB 1 Pendahuluan, yang didalamnya membahas tentang Latar Belakang
Masatah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, kemudian disebutkan
juga tentang Metode Pembahasan, diakhiri dengan Sistematika
Penulisan

BAB I Sekilas tentang Asas Praduga Tak Bersalah, yang didalamnya membahas
Pengertian Asas dalam  Penetapan Hukum, dilanjutkan dengan
Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah kemudian penulis tutup dengan
uraian: Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah.

BAB 1l Membahas Asas Praduga Tak Bersalah suatu Proses Menuju Keadilan
Hukum, yang meliputi; maksud dan tujuan Asas Praduga Tak Bersalah
serta macam-macam asas dalam Hukum Acara Pidana, dan diakhir
dengan mencari rasa keadilan melalui Asas Praduga Tak Bersalah.

BAB IV Tinjauan Asas Praduga Tak Bersalah menurut Hukum Positif dan
Hukum Islam , <i dalamnya membahas Asas Praduga Tak Bersalah
menurut Hukum Positif dan Hukum Islam , kemudian diakhirt dengan
analisa perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap
Asas Praduga Tak Bersalah.

BAB V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.




BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Praduga tak bersalah dijadikan sebagai asas dalam hukum acara pidana baik
di Indonesia maupun di negara-negara lain adalah dengan maksud bahwa
tersangka/terdakwa belum dianggap bersalah, sebelum terbukti kesalahannya
menurut hukum dan Undang-Undang,

Praduga tak bersalah merupakan gambaran sikap atau tindakan yang dapat
mengantisipasi keadilan di dalam penegakan hukum karena di dalamnya telah
dilindungi dan dihormati harkat serta martabat manusia yang merupakan Hak Asasi
Manusia.

Dengan diperhatikannya asas tersebut serta diwujudkan oleh aparat penegak
hukum baik hakim maupun pejabat-pejabat yang lain, dalam melaksanakan proses
peradilan akan tercipta suatu kebijakan yang searah dengan tujuan diciptakannya
hukum acara pidana bagi bangsa Indonesia yaitu menyelaraskan tiga kepentingan:

1. Kepentingan umum yang mendalilkan pada petugas alat negara demi kelancaran
kerjanya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban serta keamanan di dalam

masyarakat.
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amanat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Illahi Rabbi yang merupakan
hakim tunggal.

. Perlu digalakkan program Kadarkum (keluarga sadar hukum) di desa-desa dan di
kota-kota sehingga setiap individu dalam keluarga mengetahui tentang kedudukan
dirinya di depan hukum. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut bila
dihadapkan di muka pengadilan. Tentunya sadar hukum ini dimulai dari diri pribadi
para penegak hukum, yang kita kenal dengan “da 'wah bi al-hal” (konsep Islam).
Sehingga para penegak hukum tersebut cukup konsisten dengan aturan-aturan
yang ada. Dan tidak perlu lagi gembar-gembor “sadar hukum.”

. Dengan semangat reformasi, hendaknya hukum lebih diperhatikan  baik oleh
masyarakat umum maupun aparat penegak hukum, khususnya Hukum Acara
Pidana adalah rumusan-rumusan indah yang akan berarti apabila ketentuan-
ketentuan di dalamnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang akhirnya akan

tercipta Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur.
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